
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3. 1/ 168 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa Gubernur sebaga: Wakil Pemerintah Frsat
melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten dengan melibatkan
perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk
merrilai kinerja penyele-nggaraan pemerintahan daerah
kabupaten;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2O24 tentang Peraturan Pelaksanaan
Perafuran Pemerin^rair iio-no= i3 Tahun 2Oi9 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, EPPD kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim
Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

bahr*'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua {L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 tenLang Cipta Ke{a Menjadi Undang'
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Ta}run 2O22 Nomor 4, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
km-oirran iYegara Republik Indo=resia iiomor 68O4i;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
l,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelemtragaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 238, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesi+ Nornor 6730);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelengqaraan Pemerintalan Daerah (tembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2O24 Nomor 845);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);
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MEMUTUSKAN:

Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan
susunan kea-nggotaan sebagaimana tercaatum dalam
l,ampiran I Keputusan ini.

Tugas Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
adalah:

a. melakukan analisis dan interpretasi data
penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;

b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan EPPD
daerah kabupaten kepada Gubernur dan Tim Nasional
untuk dilakukan validasi;

c. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi kepada
pemerintah daerah kabupaten yang dievaluasi sebagai
umpan balik.

Untuk membantu pelaksanaan tugas tim daerah,
dibentuk sekretariat tim daerah yang berkedududukan
di Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakvat
Setda Provinsi Papua Tengah dengan susunan
keanggotan tim sekretariat sebagaimana tercantum
dalam i.a.mpiran II Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
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KELIMA Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 JuIi 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
aslinya
UM

*

YU .H., M.H.
NIP I t21002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT rii Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabte;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Ralgrat Setda Provinsi

Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR r0O.3.3.1/ 168 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PEI.IYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

l. Gubernur Papua Tengah

2. Wakil Gubernur Papua Tengah

Sekretaris Daerah Provinsi
Tengah

Papua

Inspektur Provinsi Papua Tengah

Penanggungjawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

ir\TAH
Salinan

YULIU

Asisten Femerintahan
Kesejahteraan Rakyat

dan

1. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua
Tengah

2. Kepala Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua
Tengah

4. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua

5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi
Khusus dan Kesaj ahteraan Ralcyat
Setda

6. Kepala Biro Hukum Setda

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPAp
aslinva
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NIP I9 21042



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR lOO.3.3.l/ l68TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PET{YELENGGARAAN PEMERIT{TAHAN
DAERAH KABUPATEN DI WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

IGba8. Otonomi Khusus

1. S€kretarislnspelrtorat

2. Kabag. Pemerin tahan

3. Kasubbag. kngembangan Otonomi
dan Penataan Urusan

4. Kasubbag. Tata Usaha

5. Friska Sitorus, S.Sos

6. Maryam Ngangun

7. Daniel S.P. lnggesi

8. Armita Widiasmara Venny Ritonga

9. Mirnah

lO. Yohanes Yosua Wattimena

I l. Tita Ervinda Taebenu

12. Orkdina Antoh

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Ketua

Anggota

NIP

aslinya

, S.H., M.H.
t2loo2

Salinan sesuai
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